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MOTTO 

 

 “Cukup Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-

baik pelindung.” 

-M. Wahyu Diansyah- 

 

“hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah 

engkau hidup selamanya.” 

-M. Wahyu Diansyah- 
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ABSTRAK 

“Perlindungan Hukum Jamaah Haji” 

Oleh M. Wahyu Diansyah, 1811170007 

 

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang hak-hak 

yang diperoleh Jamaah Haji mendapatkan perlindungan hukum, 

kontruksi perlindungan hukum terhadap jamaah haji, Bagaimana 

upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada 

Jamaah Haji. Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas 

nasional mengingat jumlah jamaah haji Indonesia yang sangat 

besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik di dalam 

negeri maupun di luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai 

aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, 

dan keamanan. Kontruksi terhadap perlindungan hukum yang 

harus memihak kepada para jamaah haji, sehingga membuat para 

calon jamaah haji merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan 

ibadah hajinya karena perlindungan terhadap dirinya telah 

dijamin.  

Kata kunci: Perlindungan hukum, kontruksi, upaya 
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ABSTRACT 

“Legal Protection of Pilgrims” 

By M. Wahyu Diansyah, 1811170007 

 

This writing aims to find out about the rights obtained by 

pilgrims to get legal protection, the construction of legal 

protection for pilgrims, how the government's efforts to provide 

legal protection to pilgrims. Organizing the Hajj is a national 

task considering the very large number of Indonesian pilgrims, 

involving various agencies and institutions, both domestically 

and abroad, and relating to various aspects, including guidance, 

transportation, health, accommodation, and security. 

construction of legal protection that must be in favor of the 

pilgrims, So as to make the prospective pilgrims feel safe and 

comfortable in carrying out their pilgrimage because their 

protection has been guaranteed. 

Keywords: Legal protection, construction, efforts 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam bertugas mendidik manusia, 

mensucikan jiwa manusia, dan membebaskan diri manusia 

dari hawa nafsu dengan ibadah yang tulus ikhlas dan kaidah 

yang sesuai dengan kehendak Allah SWT, insya Allah akan 

menjadi kalagan orang-orang yang beruntung. Ibadah dalam 

agama islam banyak macamnya Haji dan Umroh adalah salah 

satunya. Di samping itu penyelengaraan Ibadah Haji 

dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat terbatas 

yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia 

di luar negeri, khusunya di Arab Saudi. 

Indonesia  imemiliki iperjalanan iyang isangat  ipanjang  

iuntuk imencapai ifase  i“Damai” ididalam imelaksanakan iibadah 

ihaji idan imerayakan ihari iraya itersebut.  iPelaksanaan idan 

ipengaturan iibadah ihaji ipasca ikemerdekaan imengalami 

iperubahan idari iwaktu ike iwaktu isesuai idengan isituasi idan 

ikondisi/tuntutan ipada  izamannya.  iMenurut  idari idata iyang  

idikeluarkan ioleh iKementerian iAgama iRI, isejak iabad ike i19 iakhir  

isudah iada ijamaah ihaji iIndonesia  iyang itelah iberangkat 

imelaksanakan iibadah ihaji ike iTanah iSuci.  iMeskipun ipada isaat  iitu 

idengan ifasilitas iseadanya idan ijauh idari ikata ilayak  iatau itidak  



 
 

2 
 

inyaman ibila idibandingkan idengan isaat  iini, ijamaah ihaji ipada isaat  

iitu itetap imelanjutkan iperjalanannya.1 

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki 

jumlah penduduk beragama islam terbesar didunia, dan 

melakukan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. 

Saat ini dasar dan payung hukum pelaksanaan 

penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pada Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji dan Umrah. Penyelenggaraan Ibadah Haji 

merupakan tugas nasional mengingat jumlah jamaah haji 

Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi 

dan lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, 

dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain mengenai 

hak-hak dan kewajiban yang diberikan kepada jamaah haji, 

dan bagaimana upaya pemerintah memberikan perlindungan 

hukum kepada jamaah haji. 

Hal penting yang harus dipahami oleh setiap muslim 

yang akan berhaji adalah diharuskan untuk mengetahui hak-

hak dan kewajiban yang didapatkan oleh jamaah haji yang 

akan melaksanakan ibadah haji. Serta bagaimana upaya 

pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada jamaah 

haji. Sebab sangat perlu diketahui oleh para jamaah tentang 

bagaimana hak dan kewajibanya sebagai konsumen serta 

                                                             
1

 iAlif iAgusti iMahardika.  iSejarah iIbadah iPenyelenggaraan iHaji iDi 

iIndonesia.  iBahasa iIndonesia.  i2017. iHttps://www.rappler.com/word/bahasa-

indonesia/sejarah  ipenyelenggaraan  iibadah  ihaji iindonesia/. iDiakses i17 iJanuari 

i2022. 

https://www.rappler.com/word/bahasa-indonesia/sejarah%20penyelenggaraan%20ibadah%20haji%20indonesia/
https://www.rappler.com/word/bahasa-indonesia/sejarah%20penyelenggaraan%20ibadah%20haji%20indonesia/
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bagaimana pemerintah melindungi hak jamaah sebagai 

selaku konsumen itu. 

Permasalahan pokok dalam penyelengaraan ibadah 

haji di Indonesia adalah apakah sistem penyelenggaraan haji 

dapat melindungi kepentingan jamaah haji. Berbagai masalah 

dapat dikaji dari kebijakan pemerintah selaku penangung 

jawab sebagai penyelengara ibadah haji serta implikasi dari 

sistem, jamaah haji Indonesia setiap tahunnya menunjukkan 

peningkatan yang signifikan yang artinya bahwa minat 

masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji 

sangat tinggi. Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia secara 

nasional menjadi wewenang kementrian agama (kemenag) 

dalam kewenangan tersebut juga terkandung tanggung jawab 

yang besar karena dalam pelaksanaan ibadah haji diperlukan 

pelayanan yang baik.2 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk itu 

penulis menyadari bahwasanya sangat diperlukan 

pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-hak dan 

kewajiban jamaah haji serta pemahaman tentang bagaimana 

upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada 

jamaah haji. Sehingga penulis tertarik untuk membuat karya 

tulis yang berjudul “Perlindungan Hukum Jamaah Haji”. 

 

 

                                                             
2  Dirjend. Pelayanan Haji dan Umrah, 2010:11 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja hak-hak dan kewajiban yang diperoleh Jamaah 

Haji mendapatkan perlindungan hukum? 

2. Bagaimana upaya pemerintah memberikan perlindungan 

hukum kepada Jamaah Haji? 

 

C. Tujuan Penulisan Buku 

Berdasarkan rumusan masalah di atas. Adapaun tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apa saja hak-hak yang diperoleh 

Jama’ah Haji mendapatkan perlindungan hukum. 

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah 

memberikan perlindungan hukum kepada Jama’ah Haji. 

 

D. Luaran Yang Diharapkan 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penulisan buku ini diharapakan dapat 

menambah referensi pengetahuan penelitian selanjutnya 

dan bermanfaat secara teori maupun pengaplikasian 

mengenai Perlindungan Hukum Jamaah Haji. 

2. Kegunaan Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga Haji, dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam menyelesaikan masalah-masalah 



 
 

5 
 

yang berkenaan dengan Perlindungan Hukun Jamaah 

Haji. 

b. Bagi Mahasiswa dan Dosen , dapat dijadikan bahan 

referensi dan buku pedoman proses belajar mengajar. 

E. Metode Penulisan  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kepustakaan (liberary research), yang bertumpu pada kajian 

dan telaah teks. Informasi dan sumber-sumber data pada 

penelitian ini adalah data sekunder dimana dari data-data 

yang diperoleh kemudian di susun berdasarkan aturan dan 

analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga 

mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Pada 

penelitian ini sumber-sumber data yang digunakan berupa 

data yang digunakan adalah berupa data literatur.penelitian 

pustaka (library research) yaitu menjadikan bahan pustaka 

sebagai seumber data utama. Data-data yang terkait dalam 

penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, 

karena kajian berkaitan dengan pemahaman ayat Al-Quran. 

Pengumpulan data dalam penulisan Skripsi ini menggunakan 

metode mengkaji beberapa sumber buku, jurnal dan website 

ekonomi syariah serta peraturan perundang-undangan 

sebagai library research yaitu: penelitian kepustakaan. 
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F. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui 

pembahasan yang ada pada skripsi  ini  secara  menyeluruh,  

maka  perlu  dikemukakan  sistematika  yang merupakan  

kerangka  dan  pedoman  penulisan  skripsi. Adapun 

sistematika penulisannya  adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal memuat halaman sampul depan, 

halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman 

pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman 

motto, persembahan, abstrak, halaman kata pengantar, 

halaman daftar isi, dan halaman daftar lampiran. 

2. Bagian Utama Skripsi  

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab  ini  terdiri  dari  latar  belakang,  rumusan  

masalah,  tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN JAMAAH HAJI 

MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM 

Dalam bab ini penulis membahas tentang: 

A. Sejarah Pelaksanaan Ibadah Haji Dan Peran Serta 

Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia 

B. Hak dan Kewajiban Jamaah Haji 
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C. Hak Jamaah Haji Mendapatkan Perlindungan Hukum 

BAB III UPAYA PEMERINTAH MEMBERIKAN 

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA JAMAAH 

Dalam bab ini penulis membahas tentang 

kontruksi perlindungan hukum terhadap jamaah haji 

antara lain:  

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji 

B. Hak Melindungi Konsumen Jamaah Haji Indonesia 

C. Upaya Pemerintah Memberikan Perlindungan 

Hukum  

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang 

kesimpulan, saran, daftar pustaka, curriculum vitae dan 

daftar lampiran. 
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BAB II 

HAK DAN KEWAJIBAN JAMAAH HAJI MENDAPAT 

PERLINDUNGAN HUKUM 

A. Sejarah Pelaksanaan Ibadah Haji Dan Peran Serta 

Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia 

1. Sejarah Pelaksanaan Ibadah Haji 

iIbadah iHaji ibagi iumat  iIslam imerupakan ikewajiban 

iutama  idari irukun iIslam.3
 iDan iwajib idikerjakan isekali 

iseumur ihidup  ibagi isetiap  imuslim iyang iMukallaf iartinya  

idewasa idan iberakal,  idan imempunyai ikemampuan iuntuk  

imelaksanakannya.  iHanya isaja, idikarenakan ioleh ibiaya  

iyang  idikeluarkan irelatif icukup imahal,  imaka iAllah iSWT  

imemberikan ikeringanan.  iIbadah iHaji idiwajibkan ihanya  

i“buat iorang-orang  iyang imampu”, ibaik imampu isecara  

irohani imaupun isecara ijasmani iserta itentu imampu idalam ihal 

iekonominya.4 

Pola Haji saat ini didirikan oleh nabi Muhammad 

yang melakukan reformasi terhadap ziarah pra-Islam 

orang-orang arab pagan. Mekkah ditaklukkan oleh umat 

Islam di 630 M. Muhammad kemudian membersihkan 

                                                             
3

 iBerdasarkan  iHadits iNabi iMuhammad iSAW, ibahwa ilima itiang iutama 

iAgama iIslam iyang iwajib idilaksanakan  ioleh  iumat iIslam iadalah  i(1) imembaca idua 

ikalimat isyahadat,  i(2) imelaksanakan isholat ilima iwaktu,  i(3) imelaksanakan ipuasa 

iwajin  idi ibulan  iramadhan,  i(4) imembayar  izakat,  i(5) imelaksanakan  iibdah  ihaji. 
4

 iIwan  iGayo.  iBuku iPintar iHaji idan iUmrah. i(Jakarta.  iPustaka iWarga 

iNegara.  i2005). ih.41. 
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Ka'bah dengan menghancurkan semua berhala pagan, 

dan kembali menahbiskan bangunan tersebut ke di 

Allah. Tahun selanjutnya, ke arah Muhammad, Abu 

Bakar memimpin 300 orang Muslim untuk berziarah di 

Mekkah di mana Ali menyampaikan sebuah khotbah 

yang menetapkan ritus baru haji dan membatalkan 

upacara pagan. Dia secara khusus menyatakan bahwa 

tidak ada orang yang tidak beriman, kafir, dan telanjang 

yang diizinkan untuk mengelilingi para Ka'bah dari 

tahun depan. pada tahun 632 M, sesaat sebelum 

wafatnya, Muhammad melakukan ziarah satu-satunya 

dan terakhir dengan sejumlah besar pengikut, Dan 

mengajarkan mereka ritus haji dan tatakrama untuk 

melakukan hal itu. Di dataran Arafah, dia 

menyampaikan pidato terkenal yang dikenal dengan 

Khotbah perpisahan Nabi Muhammad SAW ke di 

mereka yang hadir di sana. Sejak saat itu, haji menjadi 

salah satu dari Lima Rukun Islam.5 

Selama  iabad  ipertengahan,  ipeziarah iakan iberkumpul 

idi iibu ikota iSuriah,  iMesir,  idan iIrak iuntuk ipergi ike iMekkah 

idalam ikelompok idan ikaramba iterdiri idari ipuluhan iribu  

ipeziarah.  iPara ipenguasa iMuslim iakan ibertanggung  ijawab 

iatas iHaji, idan imemberikan ipatronase inegara  iuntuk  

                                                             
5 Silmi Adawiya. Sejarah Awal Pelaksanaan Ibadah Haji. Khazana. 

2018. https://bincangsyariah.com/khazanah/sejarah-awal-pelaksanaan-ibadah-

haji/ . diakses 15 Februari 2022. 
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imengorganisir  ikafilah iziarah itersebut.  iUntuk imemfasilitasi 

iperjalanan iziarah,  isebuah ijalan isepanjang i900 imil 

idibangun,  imembentang idari iIrak ike iMekkah idan iMadinah.  

iPembangunan ijalan iitu imungkin idilakukan idi ikhalifah 

iAbbasiyah iketiga ial-Mahdi,  iayah idari ikhalifah iAbbasiyah 

iAbbasiyah iHarun ial-Rashid,  isekitar itahun i780 iM. iIni 

ikemudian idinamai iJalan iZubayda i(Darb iZubaidah),  isetelah 

iistri iHarun,  ikarena  idia  iterkenal imelakukan iperbaikan idi 

isepanjang  irute idan imemberikannya idengan iair  idan irumah 

imakan iuntuk ipeziarah isecara iberkala.  iBaik iHarun idan 

iZubayda imelakukan iibadah ihaji ibeberapa ikali imelakukan 

ikegiatan iperbaikan idi iMekkah idan iMadinah.6 

Kendati isudah idiwajibkan,  inamun ipada itahun 

itersebut  iNabi idan ipara isahabat  ibelum idapat  imenjalankan 

iibadah ihaji ikarena iMekkah iketika iitu imasih idikuasai ioleh 

ikaum imusyrik.  iBaru isetelah iRasulullah iSaw. imenguasai 

ikota iMekkah ipada itanggal i12 i iRamadhan itahun ike-8 i ihijriah 

ibeliau  iberkesempatan iuntuk imenunaikannya.  iNamun ilagi-

lagi ikarena iada iprioritas ilain iyang iharus ibeliau iutamakan,  

ipada itahun iini ibeliau iterpaksa imenundanya.  iBaru ipada itahun 

ike-10 ihijriah iatau ikurang ilebih itiga ibulan isebelum 

imeninggal idunia,  iRasulullah iSaw iberkesempatan iuntuk 

imenunaikannya.  iOleh ikarena iitu, ihaji iyang ibeliau ilakukan 

idisebut  ijuga idengan ihaji iwada’ i(haji iperpisahan),  ikarena ihaji 

                                                             
6

 iAbad iPertengahan  idan  iUtsmaniyah.  ihttps://id.wikipedia.Org/wiki/ 

iSejarah_Haji. iDiakses i15 iFebruari i2022. 

https://id.wikipedia.org/wiki/%20Sejarah_Haji
https://id.wikipedia.org/wiki/%20Sejarah_Haji
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itersebut  imerupakan ihaji iyang  ipertama idan isekaligus iyang  

iterakhir ibagi ibeliau.7 

2. Peran Penyelenggara Haji di Indonesia 

 Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian 

kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang 

meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan 

jamaah haji. Penyelenggaraan ibadah haji sendiri 

meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. 

Pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan dan 

pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji secara 

nasional, pemerintah bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan Ibadah Haji. Praktek ibadah haji di 

Indonesia sendiri dilaksanakan melalui biro perjalanan 

haji yaitu travel haji yang banyak tersebar di Indonesia, 

biro perjalanan tersebut menyediakan fasilitas yang 

memudahkan jamaah.8 

 Penyelenggaraan iibadah ihaji idiatur ididalam iPasal i1  

iangka i10 iUndang-Undang iNomor i8 iTahun i2019 itentang 

iPenyelenggaraan iIbadah iHaji idan iUmrah,  iyang  

imenjelaskan ibahwa  iyang  idimaksud idengan ipenyelenggara  

iibadah ihaji iadalah ipenyelenggaraan iibadah ihaji iyang  

ipengelolaan,  ipembiayaan,  idan ipelayanannya ibersifat  

ikhusus.  iPetugas iPenyelenggara iIbadah iHaji iyang  

                                                             
7

 iHidayatuna.  iSejarah iAwal iMula iHaji. i ihttps://umma.  iid/ iarticle i/ ishare i/ iid i/ 

i1004/635411. iDiakses i15 ifebruari i2022. 
8 Puthuhena Shaleh, Histografi Haji Indonesia,  (Yogyakarta: Lkis. 

2007).  h. 12. 
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iselanjutnya idisingkat  iPPIH iadalah ipetugas iyang idiangkat  

idan iatau iditetapkan ioleh iMenteri iyang ibertugas imelakukan 

ipembinaan,  ipelayanan idan ipelindungan,  iserta ipengendalian 

idan ipengoordinasian ipelaksanaan ioperasional iIbadah iHaji 

idi idalam inegeri idan/atau idi iArab iSaudi.9 

Ketentuan yang mengatur tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Undang-Undang No. 

13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 

34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-

Undang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan 

kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti. 

Selain itu, semakin meningkatnya jumlah warga negara 

untuk menunaikan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah perlu 

peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan 

Umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan 

ketentuan syariat.  

Penyelenggaraan ibadah haji sendiri terdiri atas 

dua yakni terdiri atas penyelenggaraan ibadah haji 

reguler dan penyelenggaraan ibadah haji khusus.  

Penyelenggara ibadah haji reguler dilakukan oleh pihak 

                                                             
9

 iLihat ididalam iPasal i1 iangka i10 iUndang-Undang iNomor  i8 iTahun  i2019 

itentang iPenyelenggaraan  iIbadah  iHaji idan  iUmrah. 
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Departemen Agama dan Penyelenggara ibadah haji 

khusus yang diselenggarakan oleh pihak swasta yang 

dengan pengawasan dari Kementrian Agama RI. 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah 

Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh 

Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan 

yang bersifat umum. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah 

Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan 

oleh Menteri. Sedangkan Jemaah Haji Khusus adalah 

Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara Ibadah Haji 

khusus.10 Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah 

Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara Ibadah Haji khusus dengan pengelolaan, 

pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus. 

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya 

disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin 

dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus.11  

Pemerintah bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh 

Menteri. Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Menteri 

dilakukan melalui satuan kerja dan PPIH. Satuan kerja ini 

meliputi satuan kerja di tingkat daerah, di tingkat pusat, 

                                                             
10 Lihat didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 
11 Lihat didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 



 
 

14 
 

dan di Arab Saudi.12 PPIH dibentuk oleh Menteri PPIH 

ini terdiri atas PPIH pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH 

embarkasi, dan PPIH Kloter. PPIH sendiri terdiri atas 

unsur kementerian/lembaga terkait dan masyarakat. PPIH 

Kloter terdiri atas, ketua kloter, pembimbing Ibadah Haji, 

dan tenaga kesehatan haji. Calon PPIH harus memenuhi 

syarat, beragama Islam, memiliki kemampuan dan 

pengetahuan di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji, 

memiliki dokumen yang sah, PPIH yang bertugas 

memberikan bimbingan Ibadah Haji harus sudah 

melaksanakan Ibadah Haji, dan lulus seleksi dan/atau 

penunjukan sesuai kebutuhan. Biaya operasional PPIH 

dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja 

negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara. 

 

B. Hak dan Kewajiban Jamaah Haji 

Mengenai iHak idan ikewajiban ijamaah ihaji isendiri itelah 

idiatur ididalam iUndang-Undang  iTentang iPenyelenggaraan 

iIbadah iHaji idan iUmrah,  iyang itelah idiatur ioleh iPemerintah.  

iNamun, itahukah ianda ibahwa  ihak  idan ikewajiban,  ikita isebagai 

ijamaah ihaji itelah idiatur ioleh iUndang-Undang?. iDalam ihal iini 

ihak idan ikewajiban iyang iharus idiketahui ioleh ipara ijamaah ihaji 

ibahwa isebagaimana itelah idiatur ididalam iPasal i6 iayat  i(1) idan 

                                                             
12 Lihat didalam, Pasal 21,bagian ketiga pengorganisasian, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2019, Tentang penyelenggaraan Haji dan Umrah. 
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ipasal i7 iUndang-Undang iNomor i8 iTahun i2019 iTentang  

iPenyelenggaraan iIbadah iHaji idan iUmrah. 

1. Hak iJamaah iHaji 

Didalam iUndang-Undang iNomor i8 iTahun i2019  

itentang iPenyelenggaraan iIbadah iHaji idan iUmrah,  iyang  

imenyatakan ibahwa iJamaah iHaji iberhak i: 

a. Mendapatkan ibukti isetoran idari iBPS iBipih idan inomor 

iporsi idari iMenteri. 

b. Mendapatkan ibimbingan imanasik ihaji idan imateri 

ilainnya  idi itanah iair, idalam iperjalanan,  idan idi iArab 

iSaudi. 

c. Mendapatkan ipelayanan iakomodasi,  ikonsumsi,  idan 

ikesehatan. 

d. Mendapatkan ipelayanan itransportasi. 

e. Mendapatkan iperlindungan isebagai iJamaah iHaji 

iIndonesia. 

f. Mendapatkan iidentitas ihaji idan idokumen ilainnya iyang  

idiperlukan ipelaksanaan iIbadah iHaji. 

g. Mendapatkan iasuransi ijiwa isesuai idengan iprinsip  

isyariat. 

h. Mendapatkan ipelayanan ikhusus ibagi iJamaah iHaji 

ipenyandang idisabilitas. 

i. Mendapatkan iinformasi ipelaksanaan iIbadah iHaji. 

j. Memilih iPIHK iuntuk iJamaah iHaji iKhusus. 
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k. Melimpahkan inomor iporsi ikepada isuami, iistri,  iayah,  

iibu,  ianak ikandung, iatau isaudara ikandung iyang  

iditunjuk idan/atau idisepakati isecara itertulis  ioleh 

ikeluarga idengan ialasan imeninggal idunia iatau isakit  

ipermanen imenurut  iketerangan ikesehatan iJamaah 

iHaji.13
 iPelimpahan inomor iporsi iyang  idimaksud ipada 

iayat  idiatas iberlaku ihanya isatu i(1) ikali ipelimpahan,  

iketentuan imengenai itata icara ipelimpahan iporsi 

itersebut  isebagaimana  idimaksud idiatur idengan 

iPeraturan iMenteri. 

2. Kewajiban iJamaah iHaji 

Selain iHak iJamaah iHaji iada ijuga ikewajiban iselaku  

iJamaah iHaji, yakni iJamaah iHaji iBerkewajiban i: 

a. Mendaftarkan idiri ike ikantor iKementerian iAgama idi 

iKabupaten/ iKota ibagi iJamaah iHaji iReguler. 

b. Mendaftarkan idiri ike iPIHK ipilihan ijamaah iyang  

iterhubung idengan iSiskohat  ibagi iJamaah iHaji iKhusus. 

c. Membayar iBipih iyang idisetorkan ike iBPS iBipih. 

d. Melaporkan idiri ike  ikantor iKementerian iAgama  idi 

iKabupaten i/ iKota ibagi iJamaah iHaji iKhusus imelalui 

iPIHK. 

                                                             
13

 iLihat iDidalam iPasal i6 iAyat i(1) iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNo. 

i8 iTahun  i2019 iTentang iPenyelenggaraan  iIbadah  iHaji iDan  iUmrah. 
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e. Memenuhi ipersyaratan idan imematuhi iketentuan 

idalam iPenyelenggaraan iIbadah iHaji.14
 i 

3. Hak iMemperoleh iPembinaan,  iPelayanan,  iDan 

iPerlindungan 

Selain ipemenuhan ihak idan ikewajiban, iJemaah iHaji 

ijuga iberhak imemperoleh ipembinaan,  ipelayanan,  idan 

iperlindungan idalam imenjalankan iIbadah iHaji,  iyang  

idiberikan imeliputi isebagai iberikut: 

a. Pembimbingan imanasik ihaji idan/atau imateri ilainnya, 

ibaik idi itanah iair, idi iperjalanan,  imaupun idi iArab iSaudi; 

b. Pelayanan iAkomodasi,  ikonsumsi,  iTransportasi,  idan 

iPelayanan iKesehatan iyang imemadai, ibaik idi itanah iair, 

iselama idi iperjalanan,  imaupun idi iArab iSaudi; 

c. Perlindungan isebagai iWarga iNegara iIndonesia; 

d. Penggunaan iPaspor iHaji idan idokumen ilainnya iyang  

idiperlukan iuntuk ipelaksanaan iIbadah iHaji; idan 

e. Pemberian ikenyamanan iTransportasi idan 

ipemondokan iselama idi itanah iair,  idi iArab iSaudi,  idan 

isaat  ikepulangan ike  itanah iair.15 

 

 

 

 

                                                             
14

 iLihat iDidalam  i iPasal i7 iUndang-Undang iRepublik iIndonesia i iNo.  i8 iTahun 

i2019 iTentang iPenyelenggaraan  iIbadah  iHaji iDan  iUmrah. 
15

 iLihat iDidalam, iPasal i7, iUndang-Undang iNomor  i13 iTahun  i2008, 

iTentang iPenyelenggaraan  iIbadah  iHaji. 
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C. Hak Jamaah Haji Mendapatkan Perlindungan Hukum 

Pemberian iperlindungan ihukum ikepada ijamaah ihaji 

imerupakan itindakan iyang  ibersifat  imelindungi ikepentingan idari 

ijamaah ihaji,  iyang idimaksud ikepentingan idisini iadalah ihak-hak  

iyang iharus iditerima ioleh ijamaah ihaji iselaku ikonsumen ilayanan 

ipublik. isebelum imembahas  iupaya  imaupun itindakan 

iperlindungan ihukum iyang idiberikan ioleh ipemerintah ikota 

iBengkulu ikepada ijamaah ihaji, iperlu idiketahui iterlebih idahulu  

ijenis  ihak-hak ijamaah ihaji. iHak-hak ijamaah ihaji imerupakan ihak  

isebagai ikonsumen ijasa ipelayanan ipublik isekaligus imenjadi 

ikewajiban ipemerintah idalam ihal ipelaksanaan iibadah ihaji,  iyang  

ipenyelenggaraannya idilakukan ioleh ipemerintah ipusat  imaupun 

idaerah. iberupa irangkaian ipembinaan,  ipelayanan idan 

iperlindungan ipelaksanaan iibadah ihaji.16 

1. Hak iJamaah iHaji iSebelum iBerangkat  iSampai iDengan 

iPelaksanaan iIbadah iHaji 

Dalam ipenyelenggaraan ipelayanan iibadah ihaji, 

ijamaah ihaji isebagai ikonsumen ilayanan ipublik  iharus 

imemperoleh iperlindungan iterhadap ikonsumen,  idimana  

idalam ipelaksanaanya  ihak iatas ipelayanan iini idibagi imenjadi 

i2 i(dua) iyaitu; 

a. Hak iatas ipelayanan iutama,  iyaitu ipelayanan iyang  

iberkaitan idengan iibadah isecara ikhusus iberupa imanasik  

ihaji,  ipelatihan icalon ihaji idan ibimbingan iibadah ihaji.  

                                                             
16

 iM. iShidqon  iPrabowo, iPerlindungan iHukum iJamaah iHaji iIndonesia. 

iYogyakarta.  i2010.  ih. i59. 
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iDemi ipelayanan iinilah ijamaah ihaji imau imembayar  

iBPIH iyang iberjumlah ijutaan irupiah.  iPelayanan iini 

idilakukan idengan imengadakan ipembinaan irutin iberupa  

imanasik idan ibentuk ilatihan ipraktek iibadah ihaji ilainnya,  

idengan itujuan idemi ikeselamatan,  iketertiban idan 

ikesejahteraan ijamaah ihaji iserta idemi ikesempurnaan 

iibadah ihaji itanpa imemungut  ibiaya itambahan idi iluar 

iBPIH iyang itelah iditetapkan.17 

b. Hak iatas ipelayanan ipendukung,  iyaitu  ipelayanan iyang  

iberkaitan idengan isarana idan iprasarana ipendukung  

ikelancaran iibadah ihaji isecara ikhusus,  idibagi imenjadi i4  

i(empat)  iyakni; 

1. Pelayanan iumum, iberupa itindakan ipemerintah 

idalam iupaya ipelayanan iyang imeliputi itransportasi,  

iakomodasi idan icatering.  iAkomodasi ijama’ah ihaji 

imeliputi iakomodasi idi itanah iair iyaitu iasrama ihaji 

itransit  idan iembarkasi,  iserta iakomodasi idi iArab 

iSaudi iyaitu ipemondokan idi iMakkah, iMadinah,  

iMadinatul iHujjaj idan iperkemahan idi iArafah idan 

iMina. iPengelolahan iasrama ihaji iberupa ikegiatan 

iyang  imeliputi iperencanaan,  ipengamanan,  

ipemeliharaan idan ipendayaguna isecara ioptimal 

itanah idan ibangunan iserta isarana,  iprasarana idan 

ifasilitas iyang imenunjang ifungsi iasrama ihaji iuntuk 

                                                             
17

 iUndang-Undang iNomor  i13 iTahun  i2008 itentang iPenyelenggaraan 

iIbadah  iHaji. 
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ipelayanan ioperasional ihaji, idimana ipengelolaan iini 

imenjadi itanggung ijawab iBadan iPengelola iAsrama  

iHaji i(BPAH) iembarkasi idan/atau itransit.  

iPemerintah iDaerah iKota iBengkulu idalam ihal iini 

iDepag iselaku ibertanggung ijawab iterhadap  iasrama  

ihaji itransit  iyaitu itempat  ipenyelenggaraan ipelayanan 

icalon/jamaah ihaji iuntuk ikesiapan 

ipemberangkatan/pemulangan ike iasrama  iembarkasi 

ilangsung idari irumah imasing-masing. iPengadaan 

iakomodasi iyang imenjadi ihak ibagi ijama’ah ihaji iharus  

imemenuhi isyarat  ikesehatan,  ikenyamanan,  

ikemudahan idan ikeamanan ijama’ah ihaji ibeserta 

ibarang ibawaan.  iDidalam iPasal i33 imenyebutkan 

ibahwa ipelayanan itransportasi ijamaah ihaji ike iArab 

iSaudi idan ipemulangannya  ike  itempat  iembarkasi iasal 

idi iIndonesia imenjadi itanggung ijawab imenteri idan 

iberkoordinasi idengan imenteri iyang iruang ilingkup  

itugas idan itanggung ijawabnya idi ibidang  

iperhubungan.  iSedangkan idari ipihak ipemerintah 

iKota iBengkulu isebagai icontoh ikasus, ikhususnya  

iDepag iKota iBengkulu imasalah itransportasi iuntuk 

ijamaah iasal iBengkulu iditanggung ioleh ipemerintah 

idaerah imasing-masing idalam ihal iini ipemerintah 

iKota iBengkulu idalam ihal iini iDepag isesuai idengan 

ipasal i35 iangka i(1) iyang iberbunyi iTransportasi 
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iJama’ah iHaji idari idaerah iasal ike iembarkasi idan idari 

iembarkasi ike idaerah iasal imenjadi itanggung ijawab 

iPemerintah iDaerah.  iHak idari icalon/jama’ah ihaji 

imemperoleh ikeselamatan,  iefesiensi idan 

ikenyamanan isesuai idengan iUndang-undang  iNomor 

i13 iTahun i2008 itentang iPenyelenggaraan iIbadah 

iHaji. i 

2. Pelayanan ikesehatan,  idalam ipelayanan ikesehatan 

iini icalon/jamaah ihaji iberhak imendapatkan iobat-

obatan imaupun ipelayanan imedis iketika  

icalon/jama’ah ihaji isakit.  iDidalam ipasal i31 iangka i(1)  

iUndang-Undang iNomor i13 iTahun i2008 itentang  

iPenyelenggaraan iIbadah iHaji,  idijelaskan ibahwa  

ipelayanan ikesehatan ihaji idilakukan ibaik ipada  

ipersiapan imaupun ipelaksanaan ipenyelenggaraan 

iibadah ihaji. IDitingkat iKota iBengkulu itanggung  

ijawab ikesehatan icalon/jamaah ihaji imenjadi ilingkup  

itugas idan itanggung ijawab iDinas iKesehatan iKota 

iBengkulu,  idimana idinas iinilah iyang iditugaskan 

imenjadi ipenanggung ijawab ikesehatan ipada ipanitia  

imanasik ihaji, ipemberangkatan idan ipemulangan 

icalon/jamaah ihaji. 

3. Pelayanan iAdministrasi,  imeliputi ipelayanan idi 

idalam inegeri imaupun idi iluar inegeri i(Arab iSaudi)  

idari imulai icalon ijamaah ihaji imendaftarkan idiri,  
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iperjalanan imaupun iadministrasi ikeimigrasiaan 

imenjadi ihak icalon ijamaah ihaji itanpa iada  

ipemungutan ibiaya  itambahan idi iluar iBPIH. iPada  

ipelayanan iini iharus iadanya iasas ipelayanan ipublik  

iyaitu iadanya  ikesamaan ihak, itidak idiskriminatif  

imemperlakukan icalon ijamaah ihaji isatu idengan iyang  

ilain, iadanya iketerbukaan,  iakuntabilitas,  

ikeprofesionalan,  idan ikepastian ihukum ipublik.  

iPrinsip ipelayanan ipublik iberdasarkan iUndang-

undang iNomor i25 iTahun i2009 itentang iPelayanan 

iPublik. 

4. Pelayanan ilain-lain imeliputi ihak ijama’ah ihaji iuntuk 

imendapatkan ipelayanan idalam ihal imemperoleh 

iinformasi,  ipelayanan ioleh ipetugas ihaji. iPetugas ihaji 

iadalah ipetugas iyang iditunjuk idan idiangkat  ioleh 

iMenteri iuntuk imemberikan ipembinaan,  ipelayanan 

idan iperlindungan iterhadap ijama’ah ihaji idi iIndonesia  

idan iArab iSaudi,  ipetugas ihaji iini iada  ibeberapa  

itingkatan idimana ikalau itingkat  idaerah 

ikota/kabupaten ibernama iTim iPemandu iHaji iDaerah 

i(TPHD) iyang iditunjuk idan idiangkat  ioleh 

ipemerintah ikabupaten iatau ikota imelalui ikepala  

idaerah, isedangkan iTim iPemandu iHaji iIndonesia  

i(TPHI) idan iTim iPembimbing iIbadah iHaji iIndonesia  

iditunjuk idan idiangkat  ioleh iMenteri iAgama imelalui 
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iKementrian iAgama  iProvinsi imasing-masing  iyang  

iperlu idikritisi idi isini iadalah itidak iadanya ipersyaratan 

iataupun ikualifikasi iuntuk imenjadi iTPHD isehingga  

ipelayanan iyang idiberikan idapat  idiragukan ipadahal 

ipetugas ihaji idi idalam imemberikan ipelayanan ikepada  

icalon ijamaah ihaji iharus imelaksanakan iprinsip  

ipelayanan isesuai idengan iUndang-Undang iNomor 

i25 iTahun i2009  itentang  iPelayanan iPublik iyaitu  

iprinsip  iuntuk ipetugas ipelayanan ipublik  idengan 

imemenuhi isyarat  ikedisiplinan,  ikesopanan idan 

ikeramahan,  ipemberi ipelayanan iharus idisiplin,  isopan 

idan isantun,  iramah,  iserta imemberikan ipelayanan 

idengan iikhlas,  iselain iitu iharus imemahami itugas-

tugasnya.  iHak ijamaah ihaji iuntuk imemperoleh 

ijaminan isesuai iasas ipelayanan ipublik idengan iadanya  

itransparansi iartinya  ibersifat  iterbuka,  imudah idiakses  

ioleh ipihak iyang imembutuhkan idan idisediakan 

isecara  imemadai iserta imudah idimengerti,  iasas  

itersebut  isearah idengan itujuan iperlindungan 

ikonsumen iyang imengandung iunsur ikepastian 

ihukum idan iketerbukaan iinformasi iserta iakses iuntuk 

imendapatkan iinformasi.18 

Dalam imencapai itujuan itersebut  itentang imetode 

ipenyampaian iinformasi ikepada imasyarakat, 

                                                             
18

 iUndang-Undang iNomor  i13 iTahun  i2008 itentang iPenyelenggaraan 

iIbadah  iHaji. 
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icalon/jamaah ihaji idijelaskan idalam iKeputusan iDirektur 

iJenderal iBimbingan iMasyarakat  iIslam idan 

iPenyelenggaraan iHaji iNomor iD/348 iTahun i2003 

itentang iPerubahan iatas iKeputuan iDirektur iJenderal 

iBimbingan iMasyarakat  iIslam idan iPenyelenggaraan 

iHaji iNomor iD/377 iTahun i2002 itentang iPetunjuk  

iPelaksanaan iPenyelenggaraan iIbadah iHaji idan iUmrah,  

imenjelaskan imetode iyang idipergunakan idalam 

imelakukan itugas ipenyuluhan idan iinformasi ihaji 

imeliputi: iPertama,  isecara ilangsung iyang  idisampaikan 

ikepada ipublik imelalui iceramah,  ikhutbah,  ikonsultasi,  

itanya ijawab,  iperagaan idan icara ilain isejenis.  iKedua, 

isecara itidak ilangsung iyang idisampaikan ikepada ipublik  

imelalui ialat  ielektronik  ibaik  imedia itelevisi, iradio,  isurat 

ikabar,  imajalah,  ipameran ibuku idll.  iHal ipenting iyang  

iharus idi iketahui imengenai ipembekalan ijama’ah ihaji,  

ipembekalan ijama’ah idi isini iberupa ibarang ibawaan iyang  

itelah iditentukan ioleh ipenyelenggaraa iibadah ihaji.  i 

Setiap ijamaah ihaji imempunyai ihak imembawa  

ibarang ibawaan ibagasi i(Free ibaggage) ike iatau iArab iSaudi 

isebanyak  i1 i(satu) ikoper idan i1 i(satu) itas itentengan iyang  

idiberikan ioleh iperusahaan ipenerbangan ipelaksana  

itransportasi iudara  isecara icuma-cuma.  iJamaah ihaji ijuga  

imendapatkan iperbekalan iyang imenjadi ihak ijamaah ihaji 

iyang  iterdiri idari: 
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a. Blangko  iPenyelenggaraan iHaji. 

b. Paspor ihaji. 

c. Gelang iidentitas. 

d. Masker. 

e. Obat  idan ialat  ikesehatan. 

f. Vaksin imeningitis, ialat  isuntik idan ites ikehamilan. 

g. Buku ibimbingan ijamaah ihaji. 

Jamaah ihaji iselaku  ikonsumen ipublik  iyang  iharus  

imendapatkan ipelayanan idan iinformasi isesuai idengan 

iUndang-Undang iNomor i8 iTahun i1999 iPasal i4 iUndang-

Undang itentang iPerlindungan iKonsumen imengenai ihak  

ikonsumen idan iUndang-Undang iNomor i13 iTahun i2008 

iPasal i7 iUndang-Undang itentang iPenyelenggaraan 

iIbadah iHaji imengenai ihak  ijamaah ihaji. ibegitu ijuga  

idikaitkan idengan iUndang-Undang iNomor i25 iTahun 

i2009 itentang iPelayanan iPublik isebagai ipenyelenggara  

ipelayanan ipublik idalam ihal iini iKementrian iAgama  

isesuai idengan ipasal i15 iUndang-Undang iNomor i25  

iTahun i2009 itentang ikewajiban ibagi ipenyelenggara  

ilayanan ipublik.  iYaitu imemberikan isarana, iprasarana  

iatau ifasilitas ipelayanan ipublik iyang imendukung  

iterciptanya iiklim ipelayanan iyang imemadai idan 

ipelayanan iyang iberkualitas isesuai idengan iasas 

ipenyelenggaraan ipelayanan ipublik.  iHukum idalam 

imenjalankan ifungsinya  isebagai ipengatur ikehidupan 
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ibersama imanusia iharus imenjalani isebuah iproses iyang  

ipanjang idan imelibatkan iberbagai iaktivitas idan ikualitas  

iyang  iberbeda.19 

Dalam imenjalankan ifungsi itersebut,  ihukum iharus  

iditurunkan idari ikedudukannya iyang iabstrak imenjadi 

ikonkret,  isehingga ikeberadaan ihukum ibenar-benar idapat  

idirasakan iadanya  ioleh imanusia idan imasyarakat. 

iBerlakunya ihukum iperlindungan ikonsumen idapat  

idilihat  i2(dua) isisi iyaitu: isisi idogmatis idan isisi sosiologis.  

iDari isisi idogmatis,  ibekerjanya ihukum idapat  idilihat  

imelalui iteori iHans iKelsen iyaitu  i“Stufenbau iTheory” idi 

imana ibekerjanya  ihukum idihubungkan idengan imasalah 

ipenerapan ihukum,  ipenafsiran,  idan ipembuatan ikontruksi 

ihukum.20 

Adapun isisi isosiologis,  ibekerjanya ihukum idapat  

idilihat  idari iperan imanusia iyang imenjadi iperantara 

imasuknya  ihukum idalam isebuah imasyarakat.  iManusia  

isebagai iaktor iyang imembawa ihukum-pun iterpengaruh 

ioleh isubjektivitas iyang idimiliki ioleh imanusia iitu isendiri.  

iHukum itidak ilagi idipandang isebagai isesuatu iyang  

iotonom idan iobjektif imelainkan imenjadi isesuatu iyang  

isubjektif idanheterogen.21
 iDi isamping iitu, ihukum 

                                                             
19

 iSatjipto iRahardjo.  i iIlmu iHukum, i(Bandung.  iCitra iAditya.  i1991). i ih. i176. 
20

 iSatjipto iRahardjo,  i1986, iHukum idan  iMasyarakat,  i(Bandung. iAngkasa.  

i1986). i ih. i48. 
21

 iRoberto iMangabaira  iUnger, i1999, iCritical iLegal iStudies iMovement,  iahli 

ibahasa,  iIfdal iKasim,  iELSAM,  iJakarta, ihlm. ixv. 
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iperlindungan ikonsumen isebenarnya  ididukung ipula ioleh 

iilmu-ilmu  ilain iyang  iberada  idalam idisiplin ihukum.  

imisalnya ipsikologi ihukum, ifilsafat  ihukum,  

iperbandingan ihukum idan isosiologi ihukum, imembantu 

ihukum iperlindungan ikonsumen iuntuk ilebih imemahami 

ibagaimana ipenerapan inorma ihukum idi imasyarakat. 

iPertanyaan-pertanyaan itentang  iketidakberanian 

ikonsumen imenggugat  ipelaku idi ipengadilan,  isalah 

isatunya idapat  idicari ijawabannya idengan ipendekatan 

isalah isatu idisiplin iilmu  iini. 

2. Hak iJamaah iHaji iSesudah iPelaksanaan iIbadah iHaji 

Untuk imenjaga ikemabruran,  ijamaah ihaji isetelah 

ikembali idari imenunaikan iibadah ihaji iberhak imendapatkan 

ipembinaan idi ibidang  iibadah idan isosial isecara iterus imenerus  

isesuai idengan iKeputusan iMenteri iAgama iIndonesia  

iNomor i396 iTahun i2003 ipengganti iNomor i371 iTahun i2002  

itentang iPenyelenggaraan iIbadah iHaji idan iUmrah.  iSebagai 

idata iperbandingan iuntuk iteknis ipembinaan iini idilakukan 

ioleh iForum iIkatan iPersaudaraan iHaji iIndonesia i(IPHI) 

idengan iforum itersebut  ijama’ah ihaji isetiap  ibulan  

imengadakan ipertemuan idalam irangka ikajian iAgama iIslam. 
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BAB III 

UPAYA PEMERINTAH MEMBERIKAN 

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA JAMAAH 

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji 

1. Al-Quran 

Ibadah iHaji imerupakan iIbadah iyang imenjadi iimpian 

iseluruh iumat  iIslam,  idan idasar ihukum iibadah ihaji itelah idiatur 

ihukumnya ididalam ial-Quran isurat  iAli iImran iAyat  i97. iYang  

iArtinya i: i“Di isana iterdapat itanda-tanda iyang ijelas, i(di  

iantaranya) imaqam  iIbrahim.  iBarang  isiapa  imemasukinya  

i(Baitullah)  iamanlah idia. iDan i(di iantara) ikewajiban  

imanusia iterhadap iAllah iadalah imelaksanakan  iibadah ihaji 

ike iBaitullah,  iyaitu ibagi iorang-orang iyang imampu 

imengadakan iperjalanan ike  isana.  iBarang  isiapa  

imengingkari i(kewajiban) ihaji, imaka iketahuilah ibahwa  

iAllah iMaha ikaya i(tidak imemerlukan  isesuatu)  idari iseluruh  

ialam.(Q.S.  iAl-Imran i97). 

Yang  imenjelaskan ibahwa imengerjakan iIbadah iHaji 

iadalah ikewajiban imanusia  iterhadap iAllah,  iyaitu ibagi iorang  

iyang  isanggup imengadakan iperjalanan ike iBaitullah.  iDan 

ijuga  idasar ipelaksanaan iibadah ihaji isendiri ijuga  iterdapat 

ididalam ifirman iAllah iQS. iAl-Baqoroh iAyat  i196, idan ifirman  

iAllah iQS. iAl-Hajj iAyat  i27-28, iserta isabda  iRasulullah iSAW.  

iPengaturan ipenyelenggaraan ihaji iIndonesia itelah idilakukan 

isejak izaman ipenjajahan ihingga isaat  iini.  iBedanya,  ikalau  idi 
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izaman ipenjajahan imengandung inuansa ipolitik iyang  isangat  

ikental,  iyaitu idisatu isisi iuntuk imengambil ihati ikaum imuslim 

iIndonesia idi isisi ilaindimaksudkan iuntuk imengawasi idan 

imengendalikan ipara ihujjah iagar itidak imerugikan 

ikepentingan ikolonial.  iDengan imaksud itersebut,  ipemerintah 

ibelanda iantara ilain imenetapkan iketentuanketentuan iyang  

imemberatkan ikepada ipara ijamaah ihaji idan imembuka ikantor 

iKonsulat  idi iJeddah ipada itahun i1872. 

2. Undang-Undang iNegara iRepublik iIndonesia 

Adapun idi iNegara iRepublik iIndonesia iDasar iHukum 

iPelaksanaan iIbadah iHaji idituangkan ididalam iUndang-

Undang iPenyelenggaraan iIbadah iHaji idan iUmrah.  iUndang-

Undang itentang iPenyelenggaraan iIbadah iHaji idan iUmrah 

iini isendiri itelah idiatur i ididalam iUndang-Undang  iNomor i17  

iTahun i1999 itentang iPelaksanaan iHaji ikemudian idicabut  

isehingga idigantikan imenjadi iUndang-Undang iNomor i13  

iTahun i2008 itentang  iPenyelenggaraan iIbadah iHaji 

isebagaimana itelah idiubah idengan iUndang-Undang iNomor 

i34 iTahun i2009 itentang iPenetapan iPeraturan iPemerintah 

iPenganti iUndang-Undang  iNomor i2 iTahun i2009  itentang 

iPerubahan iatas iUndang-Undang iNomor i13 iTahun i2008  

itentang iPenyelenggaraan iIbadah iHaji imenjadi iUndang-

Undang isudah itidak isesuai idengan idinamika idan ikebutuhan 

ihukum imasyarakat,  isehingga iperlunya idiganti,  iyang  

iberdasarkan ipertimbangan itersebut,  isehingga  iperlu  
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imembentuk iUndang-Undang itentang iPenyelenggaraan 

iIbadah iHaji idan iUmrah. 

Dasar ihukum iUndang-Undang iini iadalah iPasal i20, 

iPasal i21, idan iPasal i29 iayat  i(2) iUndang-Undang  iDasar  

iNegara iRepublik iIndonesia  iTahun i1945.  iYang  ididalam 

iUndang-Undang iini idiatur itentang iJamaah iHaji,  

iPenyelenggaraan iIbadah iHaji iReguler,  iBPIH, iKBIHU,  

iPenyelenggaraan iIbadah iHaji iKhusus,  iPenyelenggaraan 

iIbadah iUmrah,  ikoordinasi,  iperan iserta imasyarakat,  

ipenyidikan,  ilarangan,  idan iketentuan ipidana.  iPermasalahan 

ipokok idalam ipenyelenggaraan iibadah ihaji idi iIndonesia  

iadalah iapakah isistem ipenyelenggaraan ihaji idapat 

imelindungi ikepentingan ijamaah ihaji.  iBerbagai imasalah 

idapat  idikaji idari ikebijakan ipemerintah iselaku ipenanggung  

ijawab isebagai ipenyelenggara iibadah ihaji iserta iimplikasi 

idari isistem.  iJamaah ihaji iIndonesia isetiap itahun imenunjukan 

ipeningkatan iyang isignifikan iartinya ibahwa  iminat  

imasyarakat  iIndonesia idalam imelaksanakan iibadah ihaji 

isangat  itinggi,  isehingga  idiperlukan isuatu ikebijakan 

ipemerintah i(baik itingkat  inasional ihingga idaerah)  iselaku  

ipenanggung ijawab isesuai ikuota iyang iditentukan ioleh 

ipemerintah iArab iSaudi.22 

                                                             
22

 iKuota iJamaah  ihaji iadalah  ibatas imaksimal ijumlah  ijamaah  ihaji iuntuk 

isetiap iNegara iyang idiberangkatkan  imenuju iMekkah  iAl-Mukaramah,  iyang 

iditetapkan  ioleh  ipemerintah  ikerajaan  iArab iSaudi ihasil ikesepakatan  iMenteri iLuar 

iNegeri iNegara-negara iOKI iTahun  i1986 idi iYordan, iyaitu i1/1000 idari ijumlah iumat 

iIslam iNegara iyang ibersangkutan. 
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Dikatakan ibahwa iPenyelenggaraan iIbadah iHaji 

imerupakan irukun iislam ikelima  iyang iwajib idilaksanakan 

ioleh isitiap iorang  iislam iyang  imampu, ibaik imampu ifisiknya,  

imental,  ispiritual,  isosial,  imaupun ifinansial idan isekali iseumur 

ihidup.  iPelaksanaan iIbadah iHaji iini isendiri imerupakan 

irangkaian iIbadah iKeagamaan iyang itelah idijamin  idalam 

iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia  iTahun 

i1945.  iOleh ikarenanya inegara ibertanggung ijawab iatas 

ipenyelenggaraan iibadah iHaji isebagaimana  itelah 

idiamanatkan ididalam iPasal i29 iayat  i(2) iUndang-Undang  

iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945. i 

Dasar ihukum iibadah ihaji iini isendiri itelah 

idiperbaharui ipada itahun i2019  i   yakni idengan idikeluarkannya  

iUndang-Undang iNomor i8 iTahun i2019 iTentang  

iPenyelenggaraan iHaji iDan iUmrah, iini iadalah ipasal i20, ipasal 

i21, idan ipasal i29 i(2) iUndang-Undang iDasar iNegara 

iRepublik iIndonesia iTahun i1945. ipenyelenggaraan iibadah 

ihaji idi iIndonesia isendiri idikoordinasi ioleh: 

a. Menteri idi itingkat  ipusat; 

b. Gubernur idi itingkat  iprovinsi; 

c. Bupati/Wali iKota idi itingkat  ikabupaten/kota; idan 

Kepala  iperwakilan irepublik iindonesia iuntuk ikerajaan 

iArab iSaudi.23 

 

                                                             
23

 iLihat ididalam iUndang-Undang iNomor  i8 iTahun  i2019 itentang 

ipenyelenggaraan  ihaji idan  iumrah. 
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B. Hak Melindungi Konsumen Jamaah Haji Indonesia 

1. Pengertian iPerlindungan  iKonsumen 

Dalam ihal iini iperlindungan ikonsumen imenitik 

iberatkan iterhadap ikonsumen,  iagar ihak-hak ikonsumen iyang  

idimiliki idapat  idigunakan. iPerlindungan iterhadap  

ikonsumen isangat  iberkaitan ierat  idengan iperlindungan 

ihukum,  isehingga iperlindungan ikonsumen imempunyai 

iaspek ihukum iyang imenyangkut  imateri iuntuk imendapatkan 

iperlindungan iini ibukan isekedar ifisik,  imelainkan ihak-hak  

ikonsumen iyang isifatnya iabstrak. iDalam ihal iini 

iperlindungan ikonsumen imenitik iberatkan iterhadap  

ikonsumen,  iagar ihak-hak ikonsumen iyang idimiliki idapat  

idigunakan.  iSecara iumum iada iempat  ihak iyang idiakui isecara  

iinternasional,  iyaitu: 

1. Hak iuntuk imendapatkan iinformasi iyang ijelas. 

2. Hak iuntuk imendapatkan ikeamanan. 

3. Hak iuntuk imemilih. 

4. Hak iuntuk ididengar.24
  

Dengan idemikian,  idapat  idikatakan ibahwa ihukum 

ikonsumen iini iberskala ilebih iluas imeliputi iberbagai iaspek  

ihukum iyang iterdapat  ikepentingan ipihak ikonsumen idi 

idalamnya.  iKata iaspek ihukum iini isangat  ibergantung ipada  

ikemauan ikita  imengartikan i“hukum”,  itermasuk  ijuga ihukum 

idiartikan isebagai iasas idan inorma. iSalah isatu ibagian idari 

                                                             
24

 iShidarta.  i iHukum iPerlindungan iKonsumen, i(Jakarta.  iCet. iKedua.  

iGrasindo. i2004).  i ih. i19. 



 
 

33 
 

ihukun ikonsumen iini iadalah iaspek ipelindungannya,  

imisalnya ibagaimana  imempertahankan ihak-hak  ikonsumen 

iterhadap igangguan ipihak ilain. 

2. Tujuan iPerlindungan iKonsumen 

Adapun itujuan iperlindungan ikonsumen imenurut 

iPasal i3 iUndang-Undang iPerlindungan iKonsumen iadalalah 

isebagai iberikut  i: 

1. Meningkatkan ikesadaran,  ikemampuan idan ikemandirian 

ikonsumen iuntuk imelindungi idiri. 

2. Mengangkat  iharkat  idan imartabat  ikonsumen idengan icara  

imenghindarkannya  idari iakses inegatif ipemakaian ibarang  

idan/atau ijasa. 

3. Meningkatkan ipemberdayaan ikonsumen idalam 

imemilih,  imenentukan idan imenuntut  ihak-haknya  

isebagai ikonsumen. 

4. Menciptakan isistem iperlindungan ikonsumen iyang  

imengandung iunsur ikepastian ihukum idan iketerbukaan 

iinformasi iserta iakses iuntuk imendapatkan iinformasi. 

5. Menumbuhkan ikesadaran ipelaku iusaha imengenai 

ipentingnya  iperlindungan ikonsumen isehingga itumbuh 

isikap iyang ijujur idan ibertanggung ijawab idalamberusaha. 

6. Meningkatkan ikualitas ibarang idan/atau ijasa iyang  

imenjamin ikelangsungan iusaha iproduksi ibarang  
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idan/atau ijasa,  ikesehatan,  ikenyamanan,  ikeamanan,  idan 

ikeselamatan ikonsumen.25 

3. Hak iDan iKewajiban iKonsumen 

Hak ikonsumen iyang itercantum idi idalam iPasal i4 

iUndang-undang iPerlindungan iKonsumen iadalah: 

1. Hak iatas ikenyamanan,  ikeamanan,  idan ikeselamatan 

idalam imengkonsumsi ibarang idan/atau ijasa. 

2. Hak iuntuk imemilih ibarang idan/atau iserta imendapatkan 

ibarang idan/atau ijasa itersebut  isesuai idengan inilai itukar 

idan ikondisi iserta ijaminan iyang idijanjikan. 

3. Hak iatas iinformasi iyang ibenar, ijelas,  idan ijujur 

imengenai ikondisi idan ijaminan ibarang idan/atau ijasa. 

4. Hak iuntuk ididengar ipendapat  idan ikeluhannya iatas 

ibarang idan/atau ijasa iyang idigunakan. 

5. Hak iuntuk imendapatkan iadvokasi,  iperlindungan,  idan 

iupaya ipenyelesaian isengketa iperlindungan ikonsumen 

isecara ipatut. 

6. Hak iuntuk imendapatkan ipembinaan idan ipendidikan 

ikonsumen. 

7. Hak iuntuk idiperlakukan iatau idilayani isecara ibenar idan 

ijujur iserta itidak idiskriminatif. 

8. Hak iuntuk imendapatkan ikompensasi,  iganti irugi 

idan/atau ipengantian,  iapabila  ibarang idan/atau ijasa iyang 

                                                             
25

 iPasal i3 iUndang-undang iNomor  i8 iTahun  i1999, itentang iPerlindungan  

iKonsumen. 
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iditerima itidak isesuai idengan iperjanjian iatau itidak 

isebagaimana  imestinya. 

9. Hak-hak iyang idiatur idalam iketentuan iperaturan 

iperundang-undangan ilainnya.26 

Hak-hak itersebut  idi iatas imerupakan ihak iyang isudah 

imelengkat  ibagi isiapapun iyang iberkedudukan ikonsumen,  

isekaligus isebagai isubjek.  iDengan idemikian iadalah  

imerupakan isuatu ikebebasan ibagi ikonsumen iuntuk  

imendapatkan imempresentasikan ihak-hak itersebut  ike  

idalam isuatu iwadah iatau ikelompok. 

Sedangkan ikewajiban ikonsumen imenurut  iPasal i5 

iUndang-undang iPerlindungan iKonsumen,  iyaitu: 

1. Membaca iatau imengikuti ipetunjuk iinformasi idan 

iprosedur ipemakaian iatau ipemanfaatan ibarang  idan/atau 

ijasa, idemi ikeamanan idan ikeselamatan. 

2. Beritikad ibaik idalam imelakukan itransaksi ipembelian 

ibarang idan/atau ijasa. 

3. Membayar isesuai idengan inilai itukar iyang idisepakati. 

4. Mengikuti iupaya  ipenyelesaian ihukum isengketa 

iperlindungan ikonsumen isecara ipatut.27 

Hal iini idi imaksudkan iagar ikonsumen isendiri idapat 

imemperoleh ihasil iyang ioptimum idan imaksimal iatas 

iperlindungan idan/atau ikepastian ihukum ibagi idirinya. 

                                                             
26

 iLihat iPasal i4 iUndang-undang iNomor  i8 iTahun i1999 itentang 

iPerlindungan  iKonsumen. 
27

 iLihat iPasal i5 iUndang-undang iNomor  i8 iTahun i1999 itentang 

iPerlindungan  iKonsumen. 
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4. Hak iMelindungi iKonsumen iJamaah iHaji iIndonesia 

Pemerintah isebagai ipenyelenggara iIbadah iHaji 

iberkewajiban imengelola idan imelaksanakan 

iPenyelenggaraan iIbadah iHaji.  iPelaksana iPenyelenggaraan 

iIbadah iHaji iberkewajiban imenyiapkan idan imenyediakan 

isegala ihal iyang iterkait  idengan ipelaksanaan iIbadah iHaji.  

iDidalam ipenyelenggaraan ihaji iperanan ipemerintah itidak  

ihanya idalam ihal ipengendalian ilangsung imaupun itidak  

ilangsungtetapi ijuga ioperasi ilangsung,  ihal itersebut  

imembuat  ipemerintah iberkewajiban iuntuk iMelindungi 

iKonsumen idalam ihal iini iyakni i(Jema’ah iHaji iIndonesia)  

ikarena iPada  iera iglobalisasi iseperti isaat  iini,  ibanyak  isekali 

ikegiatan-kegiatan iperekonomian isemakin iberkembang  

idan imenciptakan iketerbukaan idalam ipersaingan iusaha  

idalam imenawarkan ibarang idan/atau ijasa  iperjalanan  

ijama’ah ihaji iatau ikonsumen iyang ibervariasi idalam 

imenawarkan isuatu ijasa, idimana ikebanyakan iperusahaan 

i(termasuk  iperusahaan ijasa idalam ihal iini iKBIH iatau itravel 

iperjalanan ihaji idan iumroh) iyang imenyatakan ibahwa itujuan 

iperusahaan iyang ibersangkutan iadalah iuntuk imemuaskan 

ipelanggan.  iDan ibanyak icara iberagam iada  iyang  

imerumuskan idengan imemberikan isegala isesuatu iyang  idi 
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iharapkan isetiap ipelanggan iadalah iraja,  ikepuasan ipelanggan 

iadalah itujuan ikami.28 

Kepentingan ifisik ikonsumen iyang idimaksudkan 

iadalah ikepentingan ibadan ikonsumen iyang  

iberhubungannya idengan ikeamanan idan ikeselamatan itubuh 

iatau ijiwa  imereka idalam imenggunakan ibarang  iatau ijasa.29
 

iDalam ihal iini iyang imenjadi iperhatian iutama isebagai iupaya  

iperlindungan ikonsumen iadalah ikepentingan-kepentingan 

ikonsumen.  iUndang-undang iPerlindungan iKonsumen 

imengatakan ibahwa ikepentingan ikonsumen iadalah ihak-hak  

ikonsumen iyang idiberikan ioleh iundang-undang isebagai 

ikonsekuensi idari ihak iseluruh irakyat.30
 iSesunggguhnya  

iseluruh irakyat  iitu iadalah ikonsumen i(pengguna iatau 

ipemakai ibarang/jasa ikebutuhan ihidup),  imaka itidak iperlu  

idiragukan ibahwa  ikesemua ihak idan ikepentingan irakyat  

iyang  iberkaitan idengan ipengguna ibarang iatau ijasa  

ikonsumen iadalah ihak idan ikepentingan ikonsumen.  iDalam 

ihal iini,  iAli iMansyur iberpendapat  imenjelaskan itentang  

ikepentingan ikonsumen.  iDia imenerangkan ibahwa  

ikepentingan ikonsumen idikelompokan imenjadi i4 i(empat) 

ikepentingan iantara ilain: 

                                                             
28

 iFandy iTjiptono,  i1996, iManajemen  iJasa, iPenerbit iAndi iOffset, 

iYogyakarta,  ih. i146. 
29

 iAZNasution,  i1995,Konsumen  idanHukum,  iPustaka iSinar iHarapan, 

iJakarta,  ih.78. 
30

 iM. iAli iMansyur  i. iPenegakan  iHukum itentang iTanggung iGugat iProdusen  

idalam iPerwujudan  iPerlindungan  iKonsumen,  iGenta iPress,  i(Yogyakarta: iGenta 

iPress. i2007). i ih. i81. 
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(1) Kepentingan iFisik, 

(2) Kepentingan iSosial idan iLingkungan, 

(3) Kepentingan iEkonomi,  idan 

(4) Kepentingan iPerlindungan iHukum. 

 iPerlindungan ihukum iyang idimaksud iini iadalah 

ibagaimana ikonsumen iyang  idalam ihal iini iadalah i(jamaah  

ihaji) iyang iharus imemperoleh ikeadilan i(accesto ijustice).  

iKepentingan iperlindungan ihukum imenjadi isangat  ipenting  

iuntuk idiperhatikan,  ikarena  imengingat  isemakin imaraknya  

ipelecehan iyang iterjadi iterhadap ikonsumen iyaitu ibanyak  

iterjadi igangguan iatas ifisik,  ijiwa iatau iharta ibenda ikonsumen,  

itidak idiperolehnya ikeuntungan ioptimum idari ipengguna  

isumber iekonomi ikonsumen idan ibelum idapat  iditegakan 

ihukum iperlindungan ikonsumen iyang  ibenar-benar iberpihak  

ipada ikonsumen.  iGangguan ikepentingan ihukum ikonsumen 

iini iadalah isebagai iakibat  idari ipraktek ipersaingan itidak isehat  

iyang  idilakukan ioleh ipara itravel iperjalanan ihaji idan iumroh 

iatau ibeberapa iKBIH iyang iingin imeraup  ikeuntungan ibesar  

idari ikonsumen idalam ihal ijamaah ihaji.  iSecara iterminilogi 

ikata iperlindungan imenurut  ikamus ibesar iBahasa iIndonesia  

iadalah itempat  iuntuk iberlindungan/perbuatan 

imelindungi.31
  

                                                             
31

 iTim iPenyusun  iKamus iPusat iPembinaan  idan iPengembangan  iBahasa,  

i1998, iKamus iBesar  iBahasa iIndonesia, iBalai iPustaka, iJakarta. 
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iSedang  ikata ihukum imenurut  ikamus  ihukum iadalah 

iperaturan-peraturan iyang ibersifat  imemaksa  iyang  

imenentukan itingkah ilaku  imanusia idalam ilingkungan 

imasyarakat,  iyang  idibuat  ioleh ibadan-badan iresmi iyang  

iberwajib,  idan ipelanggaran iterhadap iperaturanperaturan 

itadi iakibat  idiambilnya itindakan-tindakan.32
 I 

Berdasarkan ipenjabaran itersebut,  imaka  

iperlindungan ihukum idapat  idimaknai isebagai iperbuatan 

iyang ibersifat  imelindungi iberdasarkan iperaturan-peraturan 

ibersifat  imelindungi,  imelindungi iberdasarkan iperaturan-

peraturan iyang ibersifat  imemaksa  ikemudian imenentukan 

itingkah ilaku imanusia idalam ilingkungan imasyarakat  iyang  

idibuat  ioleh ilembaga iyang iberwenang imenurut  iundang-

undang.  iAdapun itujuan idari iperlindungan ihukum isendiri 

iadalah i: 

1. Menciptakan isistem iperlindungan ikonsumen i(Jamaah 

iHaji) iyang imengandung iunsur iketerbukaan iakses idan 

iinformasi,  iserta imenjamin ikepastian ihukum 

2. Melindungi ikepentingan ikonsumen i(jama’ah ihaji)  

ipada ikhususnya idan ikepentingan iseluruh ipelaku iusaha  

ipada iumumnya 

                                                             
32

 iSimonrangkir,  iJ.C.T., iKamus iHukum,  i(Jakarta. iAksara iBaru. i i1987). ih. 

i56 
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3. Memberikan iperlindungan ihukum iterhadap ikonsumen 

i(jama’ah ihaji)  idari ipraktek iusaha  iyang  imenipu idan 

imenyesatkan 

4. Meningkatkan ikualitas ibarang idan ipelayanan ijasa, idan 

5. Memadukan ipenyelenggarakan ipengembangan idan 

ipengaturan iperlindungan ihukum idengan 

ibidangbidang  ilain. 

Berdasarkan ihal itersebut  ipemerintah imembuat  idan 

imengeluarkan iUndang-Undang iNomor i8 iTahun i1999  

itentang iPerlindungan iKonsumen.  iUndang-undang iini 

idibuat  iagar ipara ikonsumen idapat  idilindungi ihak-haknya  

idari ipelaku iusaha iyang itidak ibertanggung ijawab.  iHal iini 

itercantum idalam iPasal i4 iUndang-undang i8 iTahun1999  

itentang iPerlindungan iKonsumen,  iyang imenyatakan ibahwa  

ihak  ikonsumen iadalah i: 

1. Hak iatas ikenyamanan,  ikeamanan,  idan ikeselamatan 

idalam imengkonsumsi ibarang idan/atau ijasa. 

2. Hak iuntuk imemilih ibarang  idan/atau ijasa  iserta 

imendapatkan ibarang idan/atau ijasa  itersebut  isesuai 

idengan inilai itukar idan ikondisi iserta ijaminan ibarang  

idan/atau ijasa. 

3. Hak iuntuk ididengar ipendapat  idan ikeluhanya iatas ibarang  

idan/atau ijasa iyang idigunakan. 
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4. Hak iuntuk imendapatkan iadvokasi,  iperlindungan,  idan 

ipenyelesaian isengketa iperlindungan ikonsumen isecara  

ipatut. 

5. Hak iatas iinformasi iyang ibenar, ijelas idan ijujur imengenai 

ikondisi iserta ijaminan ibarang idan/atau ijasa. 

6. Hak iuntuk imendapatkan ipembinaan idan ipendidikan 

ikonsumen. 

7. Hak iuntuk idiperlakukan idan idilayani isecara ibenar idan 

ijujur iserta itidak idiskriminiatif. 

8. Hak iuntuk imendapatkan ikompensasi,  iganti irugi,  

idan/atau ipenggantian,  iapabila ibarang idan/atau ijasa iyang  

iditerima itidak isesuai idengan iperjanjian iatau itidak  

isebagaimana  imestinya. 

9. Hak-hak iyang idiatur idalam iketentuan iperaturan 

iperundang-undang ilainnya.33 

Bukan ihak-hak ikonsumen isaja iyang idiatur ididalam 

iUndang-undang iNomor i8 iTahun i1999 itentang  

iPerlindungan iKonsumen itetapi ijuga  imenyangkut  ihak idan 

ikewajiban ipelaku iusaha i(dalam ihal iini iKementrian iAgama  

iselaku ipenyelenggara ihaji) iyang itercantum idalam iPasal i6-

7, iperbuatan iyang  idilarang ibagi ipelaku  iusaha itercantum 

idalam iPasal i8, idan itanggung ijawab ipelaku  iusaha iyang  

itercantum ipada iPasal i19. iUndang-Undang  iNomor i8 iTahun 

                                                             
33

 iLihat idalam iPasal i4 iUndang-undang i8 iTahun1999 itentang iPerlindungan 

iKonsumen. 
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i2019 iyang idisahkan itanggal i26 iApril i2019 itentang  

iPenyelenggaraan iIbadah iHaji idan iUmrah.  iYang  

imengantikan iUndang-undang  iNomor i13 iTahun i2008  

iTentang iPenyelenggaraan iIbadah ihaji,  idan iUndang-

Undang iNomor i17 iTahun i1999 itentang iPenyelenggaraan 

iIbadah iHaji. iDan imengikat  isemua iWarga iNegara iIndonesia  

iyang  imelaksanakan iibadah ihaji. iSistem ipenyelenggaraan 

ihaji ibersifat  isentralistik idan imemberikan ikewenangan 

ipenuh ikepada iMenteri iAgama  idalam itanggung  ijawab 

ipenyelenggaraan iibadah ihaji isecara iNasional.  

iKewenangan iini imeliputi ikeseluruhan ihal iyang iberkaitan 

idengan ipenyelenggaraan iibadah ihaji,  iseperti iBiaya  

iPerjalanan iIbadah iHaji i(BPIH),  iPendaftaran iCalon 

iJama’ah iHaji, ipembimbingan iibadah ihaji, isampai idengan 

imasalah iyang ibersifat  iekonomis  ipenyediaan itransportasi,  

ipenginapan,  ikebutuhan imakan. 

 iTermasuk idi idalamnya iadalah ikewenangan iuntuk  

imelakukan iefesiensi ibiaya ipenyelenggaraan ihaji,  iyang  

iditampung  idi idalam iDana  iAbadi iUmat  i(DAU) idan 

ipengelolahaan.  iDengan idemikian idi idalam 

ipenyelenggaraan ihaji, iperanan idari ipemerintah itidak  ihanya  

ididalam ipengendalian ilangsung imaupun itidak ilangsung,  

itetapi ijuga ioperasi ilangsung.  iMemperhatikan ikenyataan idi 

iatas, isesungguhnya  idapat  idikatakan ibahwa, ikonsumen 

i(jamaah ihaji) idengan isegala iketerbatasan iyang iada idan 
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idalam iupaya  imewujudkan ihubungan ikemitraan iantara  

iprodusen/pelayanan ijasa idalam ihal iini iKementrian iAgama  

isebagai ipenyelenggara iibadah ihaji idan ikonsumen idalam ihal 

iini ijamaah ihaji,  iperlu iditingkatkan iharkat  idan imartabat  

ikonsumen imelalui ipeningkatan ikesadaran,  ipengetahuan,  

ikepedulian,  ikemandirian ikonsumen iuntuk imelindungi idiri 

iserta imenumbuh ikembangkan isikap  idari ipelaku iusaha iyang  

ibertanggung  ijawab isehingga iterwujudnya iperlindungan 

ikonsumen iyang imengarah ikepada iupaya iyang imenjamin  

iadanya ikepastian ihukum ibagi ikonsumen. 

C. Upaya Pemerintah Memberikan Perlindungan Hukum 

Kepada Jamaah Haji 

1. Pengertian iPerlindungan iHukum iJamaah iHaji 

Perlindungan ihukum isecara iterminologi idapat  ikita 

iartikan imerupakan igabungan idari idua idefinisi,  iyakni 

iperlindungan idan ihukum. iKBBI imengartikan iperlindungan 

isebagai ihal iatau iperbuatan iyang iuntuk imelindungi.  

iSedangkan,  ihukum iitu isendiri idapat  idiartikan isebagai 

iperaturan iataupun iadat  iyang isecara iresmi idianggap  

imengikat,  ilalu idikukuhkan ioleh ipengusaha iatau ipemerintah.  

iDari idefinisi idiatas idapat  idisimpulkan ibahwa,  iperlindungan 

ihukum idapat  idiartikan idengan isuatu iupaya iuntuk imelindungi 

iyang idilakukan ioleh ipemerintah iatau ipengusaha  idengan  

isejumlah iperaturan iyang iada, isingkatnya iperlindungan 
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ihukum iialah ifungsi idari ihukum iitu isendiri iyakni imemberikan 

iperlindungan. 

Perlindungan ihukum idalam ibahasa iBelanda iyang  

ididalamnya iberbunyi i(rechbercherming ide ibergers itegen ide  

ioverhead)  iyang  iartinya  i(perlindungan iorang/manusia idari 

ipenguasa).  iMaksudnya iialah iperlindungan ihukum iadalah 

iperlindungan iyang idiberikan ioleh ihukum,  iyang  imemiliki iarti 

ibahwasanya  iperlindungan ihukum iyang  idiberikan ioleh iaparat  

ipenegak ihukum iterdapat  iterdapat  ikejadian itertentu.  iKonsep  

iperlindungan ihukum iitu isendiri iatas ikepentingan itertentu,  

iyang imerupakan imanifestasi idari iprasyarat  iyang iuntuk idapat  

imasuk ikelam ifase idimana i“walfare istate” i(Negara 

iKesejahteraan).34 

Perlindungan ihukum idi iIndonesia  idiwujudkan idengan 

ikehadiran iberbagaimacam iUndang-Undang idan iperaturan,  

iyakni ibentuk iperlindungan idan ikategorinya iberagam 

isebagaimana  icontohnya iyaitu iperlindungan ihukum,  iantara 

ilain iperlindungan ihukum iperdata, iperlindungan ihukum 

ikonsumen,  iperlindungan ianak, idan ilain isebagainya.  

iPerlindungan ihukum imerupakan imerupakan ibentuk  

iperlindungan iyang iutama ikarena iberdasarkan ipemikiran  

ibahwa hukum isebagai isarana  iyang  idapat  imengakomodasi 

ikepentingan idan ihak ikonsumen isecara ikomprehensif.  

iHukum ijuga imemiliki ikekuatan imemaksa iyang idiakui isecara  

                                                             
34

 iPhilipus iM. iHadjin.  iPerlindungan iHukum iBagi iRakyat iIndonesia i. 

i(Surabaya:  iBina iIlmu.  i1987). ih. i85. 
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iresmi idi idalam inegara,  isehingga idapat  idilaksanakan isecara  

ipermanen.  iHal iini iberbeda  idengan iperlindungan imemalui 

iinstitusi ilainnya iseperti iperlindungan iekonomi iataupun 

ipolitikyang ibersifat  itemporer  iatau isementara.35 

Dalam iKBBI idimaksud idengan iperlindungan iyakni 

imerupakan icara,  iproses, idan iperbuatan imelindungi.  

iSedangkan iyang  idimaksud idengan ihukum iadalah iperaturan 

iyang  idibuat  ioleh ipemerintah iyang iberlaku ibagi isemua iorang  

iatau iwarga idalam ihal iini imasyarakat  isebangsa idan isetanah 

iair. iPengertian iperlindungan ihukum iadalah isuatu 

iperlindungan iyang idiberikan ikepada isyubjek ihukum idalam 

ibentuk iperangkap ihukum ibaik iyang ibersipat  irepresif,  ibaik  

iyang  itertulis imaupun itidak itertulis.  iMenurut  isatjito  iRahardjo,  

iperlindungan ihukum iadalah iadanya  iupaya  imelindungi 

ikepentingan iseseorang idengan icara imengalokasikan isuatu 

iHak iAsasi iManusia  i(HAM) ikekuasaan ikepadanya iuntuk 

ibertindak idalam irangka ikepentingannya itersebut.  iAhli 

ihukum ilainnya,  iSetiono  imenjelaskan ibahwa iperlindungan 

ihukum imerupakan itindakan iatau iupaya imelindungi 

imasyarakat  idari iperbuatan isewenang-wenang ioleh ipenguasa  

iyang  itidak  isesuai idengan iaturan ihukum iyang  iberlaku,  ihal iini 

iuntuk imewujudkan iketertiban idan iketenteraman isehingga  

imemungkinkan imanusia  iuntuk imenikmati imartabatnya  

isebagai imanusia.  I  

                                                             
35

 iWahyu iSasongko, iKetentua-Ketentuan iPokok iHukum iPerlindungan 

iKonsumen,  i(Bandar  iLampung.  iUniversitas iLampung.  i2007).  ih. i30. 
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Sedangkan iyang idimaksud idengan ijamaah ihaji iitu 

isendiri ididalam iUndang-Undang iNomor i17 iTahun i1999  

iTentang iPenyelenggaraan iHaji,  iJamaah ihaji iadalah ijamaah  

iyang  isedang  iatau iyang  itelah iselesai imenunaikan iibadah ihaji 

ipada imusim ihaji itahun iyang ibersangkutan.  iPenyelenggaraan 

iibadah ihaji iberdasarkan iasas ikeadilan imemperoleh 

ikesempatan,  iperlindungan,  idan ikepastian ihukum isesuai 

idengan ipancasila idan iUndang-Undang iDasar i1945. iDapat  

idisimpulkan ijuga ibahwa ijamaah ihaji isendiri iyakni iialah  

iwarga inegara iyang iberagama iislam.36 

Perlindungan iHukum iJamaah iHaji isendiri idiatur 

ididalam iUndang-Undang iPenyelenggaraan iIbadah iHaji,  

iyang idisini idiatur ioleh iPemerintah iIndonesia  idengan 

imengeluarkan iUndang-Undang itentang iIbadah iHaji idan 

iUmrah.  iYaitu, iUndang-Undang  iNo.17 iTahun i1999,  iyang  

ikemudian idiubah ike iUndang-Undang  iNo.13 iTahun i2008. 

iDidalam iperaturan iPemerintah idan iMenteri iAgama  

iRepublik iIndonesia,  itentang ipenyelenggaraan iibadah ihaji. i  

iDan ipada itahun i2019 idi iubah ike iUndang-Undang iNomor i8 

iTahun i2019 iTentang iPenyelenggaraan iIbadah iHaji idan 

iUmrah.  iPerlindungan iterhadap ijamaah ihaji iIndonesia  

imerupakan iKewajiban iPemerintah ikarena  iPemerintah 

iberkewajiban imelakukan ipembinaan,  ipelayanan,  idan 

iperlindungan idengan imenyediakan ilayanan iadministrasi,  

                                                             
36

 iLihat ididalam iUndang-Undang i iNomor  i17 iTahun  i1999. iTentang 

iPenyelenggaraan  iHaji. 
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ibimbingan iIbadah iHaji,  iAkomodasi,  iTransportasi,  

iPelayanan iKesehatan,  ikeamanan,  idan ihal-hal ilain iyang  

idiperlukan ioleh iJemaah iHaji.37 
 i 

2. Upaya Pemerintah Memberikan Perlindungan Hukum 

Pemerintah idalam ihal iini iyang idiwakili ioleh 

iKementrian iAgama isebagai ipenyelenggara iibadah ihaji 

imembentuk isuatu ikepanitiaan iuntuk imemberikan ipelayanan 

ikepada imasyarakat  ikhusus idalam ipenyelenggaraan iibadah 

ihaji, isesuai idengan iUndang-Undang iNomor i17 iTahun i1999  

itentang iPenyelenggaraan iIbadah iHaji,  iyang idiperbaruhi 

idengan idikeluarkannya ilagi iUndang-Undang iNo. i13 iTahun 

i2008 itentang iPenyelenggaraan iIbadah iHaji imemberikan 

imandat  ikepada iPemerintah iuntuk imelakukan itiga itugas 

isekaligus,  iyaitu: iperlindungan,  ipembinaan,  idan ipelayanan 

ikepada ijamaah iIndonesia idi isetiap imusim ipenyelenggaraan 

iibadah ihaji. iSerta iUndang-Undang iRepublik iIndonesia  

iNomor i8 iTahun i2019 iTentang iPenyelenggaraan iIbadah iHaji 

iDan iUmrah. iBahwa  isalah isatu ijaminan inegara iatas 

ikemerdekaan iberibadah iialah imemberikan ipembinaan,  

ipelayanan,  idan ipelindungan ibagi iwarga inegara iyang  

imenunaikan iibadah ihaji idan iumrah isecara iaman,  inyaman,  

itertib,  idan isesuai idengan iketentuan isyariat. iMengingat  

ibahwa isemakin imeningkatnya ijumlah iwarga inegara iuntuk 

imenunaikan iibadah ihaji idan iumrah,  iperlu ipeningkatan 

                                                             
37

 iLihat ididalam,  iUndang-Undang iNomor  i13 iTahun  i2008, iTentang 

iPenyelenggaraan  iIbadah  iHaji. 
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ikualitas ipenyelenggaraan iibadah ihaji idan iumrah isecara  

iaman,  inyaman,  itertib,  idan isesuai idengan iketentuan isyariat  

iyang  imenegaskan ibahwa ikoordinator  ipenyelenggaraan 

iibadah ihaji itingkat  iKabupaten/Kota iadalah iBupati/Walikota, 

imaka ipemerintah idaerah idan ikantor iKementrian iAgama  

iharus imembuat  isuatu ikeputusan ipembentukan ipanitia  

ipenyelenggaraan iibadah ihaji itingkat  ikota idalam imemberikan 

iperlindungan ijamaah ihaji.38 

Penjelasan ilain imenerangkan ibahwa ipanitia  

ipenyelenggara iini imerupakan itangan ipanjang idari 

ipemerintah idaerah iyakni iProvinsi,  iKabupaten/Kota idan 

iKementrian iAgama  iuntuk imemberikan ijasa ipelayanan 

ididalam iproses ipenyelenggaraan iibadah ihaji,  isedangkan 

icalon/jama’ah ihaji imerupakan ikonsumen ijasa ilayanan 

ipublik.39
  

Dari ipembentukan ipanitia itersebut  ibelum iada iyang  

imemberikan iperlindungan ihukum ikepada icalon/jamaah ihaji,  

iakan itetapi ipanitia ihanya iberperan ipada ipelaksanaan iteknis  

isaja. iPetugas iPenyelenggara iIbadah iHaji iyang iselanjutnya  

idisingkat  iPPIH iadalah ipetugas iyang  idiangkat  idan/atau 

iditetapkan ioleh iMenteri iyang ibertugas imelakukan 

ipembinaan,  ipelayanan idan ipelindungan,  iserta ipengendalian 

idan ipengoordinasian ipelaksanaan ioperasional iIbadah iHaji idi 
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idalam inegeri idan/atau idi iArab iSaudi.  iBiaya  iPerjalanan 

iIbadah iHaji iyang iselanjutnya idisebut  iBipih iadalah isejumlah 

iuang  iyang iharus idibayar ioleh iwarga inegara iyang iakan 

imenunaikan iIbadah iHaji,  iupaya ipenyempurnaan isistem idan 

imanajemen ipenyelenggaraan iibadah ihaji iperlu iterus 

idilakukan iagar ipelaksanaan iibadah ihaji iberjalan iaman,  itertib,  

idan ilancar idengan imenjunjung itinggi isemangat  ikeadilan,  

itransparansi,  idan iakuntabilitas ipublik. 

Namun iPerlindungan iyang iada ihanya ipada ipelayanan 

ihak  iutama,  iyaitu ipelayanan iyang  iberkaitan idengan iibadah 

ihaji idan ibimbingan iibadah ihaji isebelum icalon/jamaah ihaji,  

ipelatihan icalon ijamaah ihaji idan ibimbingan iibadah ihaji 

isebelum icalon/ibadah ihaji iberangkat  ike iembarkasi iserta 

iperlindungan iuntuk itidak imemungut  idari icalon ijamaah ihaji 

ibiaya  iyang itidak  iperlu ikarena imemang idi idalam ikeputusan iini 

imenyatakan ibahwa ibiaya  iyang itimbul iakibat  iini idibebankan 

ioleh ipemerintah idaerah iyang ibekerja isama  idengan 

iKementrian iAgama isetempat.  iArtinya  icalon ijamaah ihaji 

itidak imembayar ikepada ipanitia iuntuk ipelaksanaan imanasik  

ihaji, ipemberangkatan imaupun ipemulanganya.  iJadi 

iperlindungan iyang idiberikan ioleh ipemerintah idaerah iyang  

ibekerja  isama  idengan iKementrian iAgama  isetempat  ihanya  

iketika icalon ijamaah ihaji imasih imelakukan ikegiatan idi 

idaerahnya isendiri,  iketika icalon ijama’ah ihaji isudah iberada  

idiluar idaerah ikota itersebut  ibukan imenjadi itanggung ijawab 
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ipemerintah idaerah iuntuk imelindungi ikepentingan 

icalon/jamaah ihaji itersebut.40 

Hal idiatas isangat  iwajar,  iapabila idilihat  idari iUndang-

Undang iRepublik iIndonesia iNomor i13 iTahun i2008 iTentang  

iPenyelenggaraan iIbadah iHaji,  idan i iUndang-Undang  

iRepublik iIndonesia  iNomor i8 iTahun i2019 iTentang  

iPenyelenggaraan iIbadah iHaji iDan iUmrah.  iKarena  imemang  

iUndang-Undang iini itidak imenggariskan ipemerintah idaerah 

iuntuk iberbuat  ilebih idiluar iwilayah ikewenangannya  ididalam 

iproses ipenyelenggaraan iibadah ihaji.  iTahapan 

ipenyelenggaraan iibadah ihaji idari itingkat  iKabupaten/Kota, 

itingkat  iembarkasi iProvinsi,  itingkat  iNasional idan idi iArab 

iSaudi imemiliki ipenanggung ijawabnya isendiri-sendiri,  

ipenyelenggaraan iibadah ihaji idi itingkat  iKabupaten/Kota 

iketika icalon/jamaah ihaji isudah iberada idi iembarkasi ihaji 

imenjadi itanggung ijawab iPemerintah iDaerah iProvinsi idan 

iKementrian iAgama iKantor iWilayah. iAkan itetapi,  imenjadi 

itidak iwajar ikalau ikita imelihat  idari iwewenang iyang idiberikan 

ioleh iUndang-Undang iNomor i12 iTahun i2008  itentang 

iPemerintah iDaerah idan iUndang-Undang  iNomor i8 iTahun 

i1999 itentang iPerlindungan iKonsumen ikepada iPemerintah 

iDaerah.  iMenurut  iUndang-Undang iNomor i12 iTahun i2008  

iPemerintah iDaerah imempunyai ihak iotonom iyaitu ihak, 

iwewenang  idan ikewajiban idaerah iuntuk imengatur idan 
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imengurus  isendiri iurusan ipemerintahan idan ikepentingan 

imasyarakat.  iDalam ihal iini, ipemerintah idaerah imempunyai 

ikewajiban iuntuk imelindungi imasyarakatnya  itidak  iterkecuali 

idalam ipenyelenggaraan iibadah ihaji,  ikarena  iposisi 

ipemerintah idaerah imerupakan ipelindung idan ipelayanan 

imasyarakat.  iSedangkan ijamaah ihaji idi idalam iUndang-

Undang  iNomor i8 iTahun i1999 itentang iPerlindungan 

iKonsumen,  imerupakan ikonsumen ijasa  isedangkan 

ipemerintah idaerah imemerankan ipenjual ijasa ilayanan ipublik. 

iDi idalam iberlakunya iUndang-Undang iPerlindungan 

iKonsumen iini, itidak iada ibatas itempat  iselama ikonsumen 

imasih imenikmati ibarang idan/atau ijasa iyang idibelinya,  ijadi 

iPemerintah iDaerah itetap imemiliki ikewajiban iuntuk 

isenantiasa imelindungi ijamaah ihaji idari idaerahnya imeskipun 

ijamaah ihaji isudah iberada idi iembarkasi imaupun idi itanah isuci,  

ipermasalahan iyang imenimpa ijamaah ihaji iasal idaerahnya  

isenantiasa imenjadi itanggung ijawab iPemerinta iDaerah.41 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Hak dan kewajiban jamaah haji mendapat 

perlindungan hukum yakni Pemerintah bertanggung 

jawab terhadap kebijakan dan pelaksanaan 

penyelenggaraan ibadah haji secara nasional, dan 

pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

Ibadah Haji. Mengenai iHak idan ikewajiban ijamaah ihaji 

isendiri itelah idiatur ididalam iUndang-Undang  iTentang 

iPenyelenggaraan iIbadah iHaji idan iUmrah,  iyang itelah 

idiatur ioleh iPemerintah.  iDalam ihal iini ihak idan ikewajiban 

iyang iharus idiketahui ioleh ipara ijamaah ihaji ibahwa  

isebagaimana  itelah idiatur ididalam iPasal i6 iayat  i(1) idan  

ipasal i7 iUndang-Undang iNomor i8 iTahun i2019 iTentang 

iPenyelenggaraan iIbadah iHaji idan iUmrah. Selain  

ipemenuhan ihak idan ikewajiban, i Jemaah iHaji ijuga iberhak  

imemperoleh ipembinaan,  ipelayanan,  idan iperlindungan 

idalam imenjalankan iIbadah iHaji, Pemberian 

iperlindungan ihukum ikepada ijamaah ihaji imerupakan 

itindakan iyang ibersifat  imelindungi ikepentingan idari 

ijamaah ihaji,  iyang idimaksud ikepentingan idisini iadalah 

ihak-hak iyang iharus iditerima ioleh ijamaah ihaji iselaku  

ikonsumen ilayanan ipublik. 
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2. Upaya pemerintah memberikan Perlindungan iHukum 

kepada iJamaah iHaji isendiri idengan cara pemerintah 

membuat  iUndang-Undang iPenyelenggaraan iIbadah 

iHaji,  iyang idisini idiatur ioleh iPemerintah iIndonesia  

idengan imengeluarkan iUndang-Undang itentang iIbadah 

iHaji idan iUmrah.  iYaitu, iUndang-Undang iNo.17 iTahun 

i1999,  iyang ikemudian idiubah ike iUndang-Undang iNo.13 

iTahun i2008, dan kembali diubah dengan iUndang-

Undang iRepublik iIndonesia iNomor i8 iTahun i2019 

iTentang iPenyelenggaraan iIbadah iHaji iDan iUmrah.  

iDidalam iperaturan iPemerintah idan iMenteri iAgama  

iRepublik iIndonesia,  itentang ipenyelenggaraan iibadah 

ihaji.  Perlindungan iterhadap  ijamaah ihaji iIndonesia  

imerupakan iKewajiban iPemerintah ikarena iPemerintah 

iberkewajiban imelakukan ipembinaan,  ipelayanan,  idan  

iperlindungan idengan imenyediakan ilayanan 

iadministrasi,  ibimbingan iIbadah iHaji, iAkomodasi,  

iTransportasi,  iPelayanan iKesehatan,  ikeamanan,  idan ihal-

hal ilain iyang  idiperlukan ioleh iJemaah iHaji. iSehingga  

iterwujudnya iperlindungan ikonsumen iyang imengarah 

ikepada iupaya  iyang imenjamin iadanya ikepastian ihukum 

ibagi ikonsumen.  
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B. Saran 

Perlindungan hukum bagi jamaah haji perlu 

dilakukan karena hal tersebut merupakan tindakan yang 

harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara 

haji di indonesia. Sehingga sangat diperlukannya bekal 

pengetahuan sehingga jamaah haji dapat mengetahui, 

terkhususnya pengetahuan mengenai Hak dan kewajiban 

jamaah haji mendapat perlindungan hukum, dan juga 

pengetahuan mengenai Upaya pemerintah memberikan 

Perlindungan iHukum kepada  iJamaah iHaji. Hal tersebut 

membuat peraturan yang dibuat sehingga berpihak kepada 

jamaah yang melaksanakan ibadah haji untuk mengetahui 

hak dan kewajiban serta mendapatkan perlindungan dari 

keberangkatan sampai dengan keperoses pemulangannya. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan dalam penulisan buku ini. Jika dalam buku ini 

ada kutipan dan pendapat yang terlewatkan mohon 

dimaafkan karena itu semua bukan disebabkan oleh suatu 

kesengajaan namun kekhilafan penulis. Oleh karena itu, 

penulis dengan senang hati menerima masukan, saran, dan 

kritik yang membangun guna kesempurnaan kedepannya.  
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